
 
Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen 

Volume. 5, Nomor. 4 Desember 2025 
  e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: 2962-4444, Hal 333-357 

DOI: https://doi.org/10.55606/optimal.v5i4.7850  
Available online at: https://researchhub.id/index.php/optimal 

Received: Juli 07, 2025; Revised: Juli 21, 2025; Accepted: Agustus 04, 2025; Online Available: Agustus 07, 2025 

 
 
 

 

 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Klasifikasi Wilayah di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 
 

Grace Natalia Timang Pasulu1, Made Dwi Setyadhi Mustika2 
1-2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia 

 

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 
Korespondensi penulis: gracepasulu1130@gmail.com  

 
Abstract: Inequality in income distribution between regions is a persistent structural problem in Indonesia's 

economic development, including in the Special Region of Yogyakarta (DIY). Differences in the quality of Human 

Resources (HR), investment intensity, economic growth, unemployment rates, and minimum wages in each region 

lead to imbalances in welfare attainment. DIY even recorded the highest Gini index in Indonesia as of March 

2024, indicating the most severe level of inequality nationally. This study aims to analyze the simultaneous and 

partial effects of HR quality, investment, economic growth, unemployment rates, and minimum wages on inter-

regional income inequality in DIY Province. In addition, this study also classifies five regencies/cities in DIY into 

a regional growth typology based on the Klassen Typology approach, which combines indicators of economic 

growth and Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita. The type of data used is secondary panel data 

from the five regencies/cities during 2014–2023, obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis 

method used is multiple linear regression with the help of SPSS software, and is complemented by classical 

assumption testing and Klassen Typology analysis. This research design is quantitative descriptive and 

associative, with a data-driven empirical approach. The results of the study indicate that simultaneously all five 

variables have a significant effect on income distribution inequality, but partially only human resource quality 

has a positive and significant effect. Regional classification based on Klassen Typology places Yogyakarta and 

Sleman as developed regions, while Bantul and Gunungkidul are classified as underdeveloped. The implications 

of this study show the importance of an inclusive and region-based development policy direction. Regional 

governments need to prioritize improving human resource quality through education and health. 

 

Keywords: human resource quality, inequality, klassen typology 

 

Abstrak. Ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah merupakan permasalahan struktural yang terus 

berlangsung dalam pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Perbedaan kapasitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), intensitas investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran, dan besaran upah minimum di masing-masing wilayah menyebabkan ketidakseimbangan dalam 

pencapaian kesejahteraan. DIY bahkan tercatat memiliki indeks Gini tertinggi di Indonesia per Maret 2024, 

menunjukkan tingkat ketimpangan yang paling parah secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh simultan dan parsial dari variabel kualitas SDM, investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah di Provinsi DIY. Selain itu, 

penelitian ini juga mengklasifikasikan lima kabupaten/kota di DIY ke dalam tipologi pertumbuhan wilayah 

berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen, yang menggabungkan indikator pertumbuhan ekonomi dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder panel dari lima 

kabupaten/kota selama tahun 2014–2023, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS, dan dilengkapi dengan pengujian 

asumsi klasik dan analisis Tipologi Klassen. Desain penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dan asosiatif, 

dengan pendekatan empiris berbasis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kelima variabel 

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, namun secara parsial hanya kualitas SDM 

yang berpengaruh positif dan signifikan. Klasifikasi wilayah berdasarkan Tipologi Klassen menempatkan 

Yogyakarta dan Sleman sebagai daerah maju, sementara Bantul dan Gunungkidul tergolong tertinggal. Implikasi 

dari penelitian ini menunjukkan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif dan berbasis 

wilayah. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan Kesehatan. 

 

Kata kunci: ketimpangan, kualitas SDM, tipologi klassen 
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1. LATAR BELAKANG 

Secara umum, pembangunan ekonomi dipahami sebagai suatu proses terencana yang 

betujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, dengan 

mendorong transformasi struktural yang menyasar peningkatan kualitas kehidupan secara 

menyeluruh dan berkelanjutan. Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat dipahami 

sebagai suatu proses yang berlangsung secara terncana dan berkelanjutan untuk mewujudkan 

aspirasi setiap individu secara manusiawi (Raafi’i et al., 2018). Dalam pandangan Sukirno, 

(2002), Pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses jangka panjang yang 

mendorong peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu masyarakat secara 

terus menerus. Indikator keberhasilan suatu pembangunan dapat diukur berdasarkan 

pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi yang lebih maju, serta penurunan 

ketimpangan pendapatan baik individu, wilayah, maupun sektor-sektor ekonomi.  

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mendorong terjadinya pertumbuhan yang 

maksimal, sekaligus mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan angka 

pengangguran (Arsyad, 1999). Pembangunan tidak hanya menyangkut peningkatan 

pendapatan nasional, tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti perubahan struktur 

sosial, sikap masyarakat, peran lembaga-lembaga nasional, ketimpangan pendapatan, dan 

peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunana ekonomi dapat 

tercermin dari peningkatan konsumsi yang diakibatkan oleh peningkatan pendapatan. Menurut 

Todaro dan Smith, pembangunan ekonomi adalah proses multidimensi yang melibatkan 

perubahan signifikan dalam struktur ekonomi dan sosial yang bertujuan mengurangi 

kemiskinan, ketimpangan, maupun pengangguran. Pembangunan harus dapat memenuhi 

kebutuhan dasar setiap individu dan meningkatkan kualitas hidup dengan cara meningkatkan 

standar hidup masyarakat yang tidak hanya diukur dari segi materi (Todaro & Smith, 2006).  

Keberhasilan pembangunan dia suatu daerah dapat dinilai dari tercapainya tingkat 

ekonomi yang tinggi serta tercapainya distribusi pendapatan yang merata. Kedua indikator ini 

harus dicapai secara serentak dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi (Santosa, 2015). Jika 

pertumbuhan ekonomi tidak diiringi oleh pemerataan yang memadai, maka akan muncul 

kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan antarwilayah, yang pada gilirannya akan 

memperbesar ketimpangan regional di antara wilayah-wilayah tersebut (Cita, 2016). 

Pertumbuhan berkaitan erat dengan ketimpangan, hal ini diperkenalkan oleh Kuznet pada tahun 

1955. Menurut Kuznet 1973 dalam Pratiwi (2021), pertumbuhan ekonomi merujuk pada 

peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam memproduksi barang-barang 

ekonomi guna memenuhi kebutuhan penduduknya. Berdasarkan pandangan Kuznets, pada fase 
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awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung mengalami kemerosotan, sehingga 

tingkat ketimpangan meningkat. Proses ini akan terus berlangsung hingga ketimpangan 

mencapai titik tertinggi, lalu secara bertahap menurun seiring dengan meningkatnya 

pendapatan per kapita. Pandangan tersebut dikenal dengan Hipotesis Kuznets, yang 

mengilustrasikan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dalam 

bentuk kurva U terbalik. 

Pada tahap awal pembangunan, ekonomi cenderung berpusat pada sektor modern dan 

berfokus pada wilayah yang lebih maju. Artinya, pertumbuhan di daerah akan lebih cepat 

dibandingkan dengan wilayah yang sedang berkembang. Ketimpangan yang terjadi pada 

daerah yang relatif tertinggal dengan daerah yang relatif maju merupakan imbas dari akibat 

industrialisasi dan perubahan struktur ekonomi, sehingga pihak swasta ataupun pemerintah 

cenderung melakukan investasi kepada daerah yang relatif maju (Ryansyah et al., 2023). 

Menurut Sjafrizal (2017) struktur dan pola letak, serta konsentrasi atau pemusatan aktivitas 

ekonomi di suatu wilayah, merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan adanya 

perbedaan ekonomi antarwilayah. Penyebaran kegiatan ekonomi antarwilayah dapat 

mempengaruhi keunggulan masing-masing daerah, yang pada akhirnya mengarah pada 

pemusatan serta penentuan struktur dan pola ekonomi tersebut.  Pertumbuhan ekonomi tanpa 

disertai upaya untuk mengurangi ketimpangan dapat menjadi masalah serius yang dapat 

menyebabkan berbagai dampak negatif di masa depan (Syaifullah & Sari, 2021).  

Terdapat dua ketimpangan yang menjadi pusat perhatian menurut Kuncoro (2012), 

pertama, ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, yang diukur melalui 

Indeks Gini serta proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh 40% kelompok 

berpendapatan rendah. Kedua, ketimpangan antarwilayah, yang perlu mendapat perhatian 

karena aktivitas ekonomi di Indonesia secara geografis cenderung terpusat di wilayah Barat. 

Ketimpangan distribusi pendapatan merujuk pada kondisi di mana terdapat ketidaksamaan 

dalam jumlah pendapatan yang diperoleh antarindividu dalam suatu populasi (Suryani & 

Woyanti, 2021). Salah satu indikator yang sering digunakan dalam literatur untuk menilai 

tingkat ketimpangan ini adalah Rasio Gini. 

Ketimpangan memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari 

ketimpangan adalah mendorong wilayah-wilayah yang kurang berkembang untuk berupaya 

meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonominya dalam rangka memperbaiki tingkat 

kesejahteraan (Tyas, 2017). Sementara itu, dampak negatif dari ketimpangan adalah 

munculnya konflik sosial, yang sulit dihindari akibat tidak optimalnya efek perembesan ke 

bawah (trickle down effect) dari output nasional terhadap seluruh lapisan masyarakat Kakwan 
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dan Pernia dalam Attibrizi (2016).  Terjadinya ketimpangan antara pusat dan daerah, maupun 

antarwilayah satu dengan yang lain merupakan fenomena yang umum terjadi. Secara makro, 

ketimpangan pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan dalam distribusi sumber 

daya, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan terknologi, serta modal (Raharti et 

al., 2021). Munculnya ketimpangan ini juga berdampak pada tinngkat kessejahteraan 

masyarakat di suatu wilayah serta memengaruhi penyusunan kebijakan pembangunan daerah 

yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah (Zasriati, 2022). 

Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut juga dihadapi oleh Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat 

kabupaten dan satu kota madya dan memiliki potensi daerah yang berbeda-beda di setiap 

wilayahnya. Perbedaan karakteristik seperti letak geografis dan potensi sumber daya yang 

berbeda di setiap wilayahnya berpengaruh kuat terhadap terciptanya pola pembangunan 

ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pola pembangunannya tidak sama 

dan menyebabkan kemampuan tumbuh yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadi 

ketimpangan pendapatan perkapita, dan ketimpangan pembangunan (Yuliani, 2018).  

Salah satu alat ukur yang umum dipakai untuk menilai distribusi pendapatan adalah 

rasio Gini, yang juga dikenal dengan istilah indeks Gini atau rasio konsentrasi Gini. Indeks ini 

merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan. Cara 

perhitungannya adalah dengan mengukur luas area di antara garis diagonal yang 

melambangkan pemerataan sempurna dan kurva Lorenz, lalu membandingkannya dengan luas 

setengah dari bujursangkar tempat kurva Lorenz tersebut berada. (Lincolin Arsyad, 2010). 

Rasio Gini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi 

berdampak merata pada masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria ketimpangan 

berdasarkan nilai koefisien Gini dibagi sebagai berikut: apabila koefisien lebih dari 0,5, maka 

ketimpangan dikategorikan tinggi; jika berada antara 0,3 hingga 0,5, ketimpangan tergolong 

sedang; dan jika kurang dari 0,3, maka ketimpangan dianggap rendah  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, rasio Gini Indonesia 

tercatat sebesar 0,379. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam 

kategori ketimpangan sedang berdasarkan kriteria Koefisien Gini. Data rasio Gini menurut 

provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada provinsi di Indonesia yang masuk dalam 

kategori ketimpangan tinggi.  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti berbagai faktor penyebab 

ketimpangan. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan ketimpangan adalah kualitas 

SDM yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian yang dilakukan 
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oleh Azim et al., (2022) tentang determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi 

di Indonesia, menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya semakin tinggi nilai 

IPM, semakin kecil ketimpangan yang terjadi. 

Selanjutnya, faktor lain yang dapat memengaruhi ketimpangan adalah investasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sinik dan Robertus (2023), investasi ditemukan memiliki 

pengaruh negatif terhadap ketimpangan, sehingga baik PMA maupun PMDN yang meningkat 

akan menurunkan ketimpangan wilayah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hartini 

(2017) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan 

Penelitian yang dilakukan oleh Sinik dan Robertus, (2023), Yusica et al., (2018),  

menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. 

Artinya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menurunkan ketimpangan wilayah. 

Febriyani dan Anis (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi 

memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan 

oleh Kunenengan et al., menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ketimpangan   pendapatan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Awaludin et al., (2021) menunjukkan bahwa variabel 

tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan 

di Pulau Jawa, sejalan dengan itu  Yusica et al., (2018) yang juga menggunakan variabel tingkat 

pengangguran untuk untuk menguji ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan di provinsi tersebut. Artinya, apabila tingkat pengangguran naik dapat 

menyebabkan ketimpangan. 

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Istikharoh et al., (2018), menemukan 

bahwa upah minimum juga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Windari (2023), Katon Prasetyo Wibowo dan Pangestuty 

(2023) menjelaskan bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan.  

Dalam penelitian ini, pendekatan Tipologi Klassen juga digunakan untuk memberikan 

gambaran ketimpangan secara lebih nyata. Tipologi Klassen digunakan sebagai alat analisis 

untuk mengelompokkan dua wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita suatu wilayah 

(Sondakh, 2023).  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta faktor-faktor yang memengaruhi 

ketimpangan, yang didukung oleh temuan-temuan dari penelitian terdahulu, maka penelitian 

ini akan fokus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan 

Klasifikasi Wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menganalisis 

hubungan sebab-akibat antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan sejumlah variabel 

ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel yang diteliti mencakup 

ketimpangan sebagai variabel terikat, serta kualitas SDM, investasi, pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran, dan upah minimum sebagai variabel bebas. Data yang digunakan merupakan 

data panel gabungan dari lima kabupaten/kota selama periode 2014–2023, sehingga diperoleh 

50 unit observasi. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti publikasi Badan Pusat Statistik, 

jurnal ilmiah, dan laporan pemerintah yang relevan (Sugiyono, 2017; Sugiyono, 2019). 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan terhadap data sekunder 

yang telah tersedia, tanpa melibatkan partisipasi langsung dari peneliti di lapangan. Teknik 

analisis yang digunakan mencakup analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum, dan 

regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap ketimpangan. Selain 

itu, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi turut dilakukan guna memastikan validitas model regresi yang digunakan 

(Ghozali, 2018; Purba et al., 2021). 

Penelitian ini juga menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk memetakan 

karakteristik dan tingkat kemajuan masing-masing kabupaten/kota di Yogyakarta berdasarkan 

PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil klasifikasi wilayah tersebut diharapkan 

dapat memberikan pemahaman mengenai ketimpangan yang terjadi, apakah berada pada 

kategori daerah maju, berkembang cepat, tertinggal, atau maju namun tertekan. Pendekatan ini 

penting untuk merancang strategi kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran dalam 

mengurangi ketimpangan (Iskandar & Saragih, 2018; Sjafrizal, 2008). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Analisis Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

C 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ketimpangan 50 .296 .516 .39416 .046674 

Kualitas SDM 50 67.03 88.61 78.3946 6.40389 

Ln Investasi 50 25.78 31.58 28.1035 1.43388 

Pertumbuhan Ekonomi 50 .98 9.16 3.7780 1.83061 

Pengangguran 50 6.45 12.11 9.4654 1.63550 

Ln Upah Minimum 50 20.71 21.57 21.1737 .22196 

Sumber: Data diolah 2025 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 50 data observasi, diketahui bahwa 

variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks rasio gini memiliki 

nilai minimum sebesar 0.296 dan nilai maksimum sebesar 0.516 dengan rata-rata sebesar 0.394 

dan nilai standar deviasi sebesar 0.046 sehingga menunjukkan bahwa variasi ketimpangan 

distribusi pendapatan relatif tidak terlalu besar. 

 Variabel kualitas SDM menunjukkan nilai minimum 67.03 dan nilai maksimum 88.61. 

Nilai rata-rata sebesar 78.39 dengan standar deviasi sebesar 6.40. Meskipun secara statisitk 

nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya, yang menunjukkan bahwa variabel kualitas 

SDM tidak terlalu bervariasi. 

 Variabel Investasi diukur dalam bentuk Logaritma natural (Ln) untuk mengatasi skala 

data yang terlalu besar. Variabel investasi memiliki nilai minimum 25.78 dan nilai maksimum 

sebesar 31.58. Nilai rata-rata sebesar 28.1 dengan standar deviasi sebesar 1.43. Nilai standar 

deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa nilai invetasi relatif tidak terlalu 

bervariasi. 

 Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 0.98 dan nilai 

maksimum sebesar 9.16. Nilai rata-rata sebesar 3.7780 dengan standar deviasi. 1.83061. 

Standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menujukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

terlalu bervariasi. Meskipun standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata, namun rentang nilai 

pertumbuhan ekonomi (0.98- 9.16) menunjukkan perbedaan yang cukup lebar sehingga secara 

substansi menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi cukup bervariasi. 

 Variabel pengangguran memiliki nilai minimum sebesar 6.45 dan maksimum sebesar 

12.11. Nilai rata-rata sebesar 9.4654 dengan standar deviasi sebesar 1.63550. Standar deviasi 

lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak terlalu bervariasi.  

Meskipun standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata, namun rentang nilai tingkat 
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pengangguran (6.45-12.11) menunjukkan perbedaan yang cukup lebar ssehingga secara 

substansi menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi cukup bervariasi. 

 Variabel upah minimum diukur dengan Logaritma natural (Ln) untuk mengatasi skala 

data yang terlalu besar. Variabel upah minimum memiliki nilai minimum sebessar 20.71 dan 

maksimum sebesar 21.57. Nilai rata-rata sebesar 21.1737, dengan standar deviasi sebesar 

0.22196. Nilai standar deviasi yang sangat kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa nilai 

upah minimum relatif seragam dan tidak cukup bervariasi. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model 

regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan. Asumsi klasik yang diuji 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

 

Uji normalitas 

• Jika signifikansinya α > 0,05, residual berdistribusi normal 

• Jika signifikansinya α ≤ 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal 

 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

 

 Standardized 

Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .94760708 

Most Extreme Differences 

Absolute .096 

Positive .096 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .679 

Asymp. Sig. (2-tailed) .746 

Sumber: Data diolah, 2025 

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas, yang ditunjukkan pada tabel 2 diperoleh nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0.746. Karena p-value lebih besar dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan residual berdistribusi normal. 
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Uji Multikolinearitas 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

(Constant)   

Kualitas SDM .260 3.844 

Ln Investasi .655 1.528 

Pertumbuhan Ekonomi .834 1.199 

Pengangguran .299 3.342 

Ln Upah Minimum .792 1.263 

Sumber: Data diolah, 2025 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

masalah multikolinearitas dalam model regresi ini. Semua nilai VIF bernilai <10 dan nilai 

tolerance >0.10 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan lain. Persamaan regresi dikatakan 

tidak memiliki gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Model 

penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas 

1) Jika nilai signifikansinya ≤ 0,05, berarti terdapat heteroskedastisitas 

2) Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Berikut hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

 

Regression .002 5 .000 1.187 .331b 

Residual .012 44 .000   

Total .013 49    

Sumber: Data diolah 2025 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4 Nilai signifikansi sebesar 0.331 

> 0,05, menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini. 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi R2 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi 

dapat dilihat pada tabel 5 Berikut: 
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Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R2 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

 .846a .716 .684 .026239 

Sumber: Data diolah, 2025 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi 

diperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,684 atau sebesar 68,4% yang artinya 68,4% ketimpangan 

distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijelaskan oleh variabel 

kualitas SDM, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum 

sedangkan sisanya yaitu 31,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada diteliti dalam 

penelitian ini  

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Tabel 6. Hasil Uji Pengaruh Simulltan (Uji F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 

Regression .076 5 .015 22.210 .000b 

Residual .030 44 .001   

Total .107 49    

Sumber: Data diolah, 2025 

Berdasarkan tabel 6 hasil uji menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 22.210 dengan 

nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 (0.000 < 0.05) yang artinya model dalam penelitian 

ini layak. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0.05 (0.000 < 0.05) dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak yang berarti kualitas SDM, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran 

dan Upah Minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi 

pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Tabel 7. Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) -.281 .396  -.710 .481 

Kualitas SDM (X1) .006 .001 .825 5.239 .000 

Ln Investasi (X2) -.002 .003 -.061 -.616 .541 

Pertumbuhan Ekonomi (X3) .000 .001 .008 .088 .930 

Pengangguran (X4) .001 .004 .035 .242 .810 

Ln Upah Minimum (X5) .012 .019 .057 .637 .528 

Sumber: Data diolah 2025 
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• Pengaruh kualitas SDM terhadap Ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nilai signifikansi Variabel Kualitas SDM sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari α = 5% (0.000 < 0.05) yang berarti H0 ditolak. Sehingga, kualitas SDM 

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

• Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Nilai signifikansi variabel investasi sebesar 0.541. Nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari α = 5% (0.541 > 0.05) yang berarti H0 diterima. Sehingga variabel investasi 

tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

• Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nilai signifikansi variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.930. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari α = 5% (0.930 > 0.05) yang berarti H0 diterima. Sehingga, variabel 

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

• Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Nilai signifikansi variabel pengangguran sebesar 0.810. Nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari α = 5% (0.810 > 0.05) yang berarti H0 diterima. Sehingga, variabel 

Pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

• Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nilai signifikansi variabel Upah Minimum sebesar 0.528. Nilai signifikansi tersebut 

lebih besar dari α = 5% (0.528 > 0.05) yang berarti H0 diterima. Sehingga. Variabel Upah 

Minimum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Kualitas SDM, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah 

Minimum Secara Simultan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini (Tabel 6) menunjukkan bahwa variabel kualitas SDM, Investasi, Petumbuhan Ekonomi, 

Pengangguran dan Upah Minimum berpengaruh secara simultan (uji F) terhadap Ketimpangan 

Distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

F hitung yang bernilai 22.210 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 dimana nilai signifikansi 

sebesar 0.000 tersebut lebih kecil dari α = 0.05. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kombinasi 

dari keempat faktor tersebut secara simultan berperan penting dalam memengaruhi 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zusanti et al 

(2020) yang menganalisis faktor-faktor ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, yaitu Indeks 

Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil 

temuan tersebut menunjukkan adanya pengaruh secara simultan variabel-variabel tersebut 

terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini juga didukung oleh penelitian milik Julihanza & 

Khoirudin (2023) tentang determinan ketimpangan di seluruh provinsi di sumatera dengan 

variabel penelitian, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Inflasi 

dan Investasi. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa secara bersama-sama variabel-

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.  

 

Pengaruh secara parsial 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis secara parsial yang dilakukan dalam 

penelitian ini (Tabel 7) menunjukkan arah dan pengaruh dari masing-masing variabel sebagai 

berikut. 

• Pengaruh kualitas SDM Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Hasil dari uji pengaruh parsial variabel kualitas SDM terhadap Ketimpangan pendapatan 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t hitung sebesar 5.239 dan 

nilai signifikansi sebesar 0.000 (<0.05). Hasil uji ini menunjukkan bahwa Kualitas SDM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Hasil ini secara statistik 

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM dengan IPM sebagai indikatornya, di 
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderumg diikuti oleh peningkatan ketimpangan 

pendapatan.  

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaifudin 

et al., (2024). Dalam penelitian tersebut hasil uji pengaruh parsial Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) terhadap ketimpangan di Indonesia tahun 2012-2022 ditemukan bahwa 

IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Dalam 

penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi karena berdasarkan teori 

pembangunan manusia yang mengutamakan pentingnya pendidikan, kesehatan, 

pendapatan dan distribusi sumber daya, apabila hal tersebut tidak terdistribusi secara 

merata di seluruh wilayah maka akan cenderung meningkatkan ketimpangan. Meskipun 

kualitas SDM yang diwakili oleh angka IPM di suatu wilayah tinggi, hal itu tidak serta 

merta menjamin bahwa seluruh kelompok masyarakat di dalam wilayah tersebut telah 

menikmati akses dan manfaat secara merata. Sebagai indikator rata-rata, IPM memiliki 

keterbatasan karena tidak merepresentasikan kesenjangan antargolongan masyarakat di 

dalam suatu wilayah.  Selain itu, meskipun terjadi peningkatan nilai Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), ketimpangan bisa tetap terjadi bahkan meningkat apabila penduduknya 

masih belum dapat memanfaatkan kemampuan mereka dalam mengoptimalkan sumber 

daya yang ada (Nurcahyo, 2021). Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vo et al. (2024) tentang efek jangka panjang dan jangka pendek dari modal 

manusia pada ketimpangan yang ada di kawasan ASEAN. Penelitian tersebut menemukan 

bahwa dalam jangka panjang modal manusia dapat meningkatkan kesenjangan di negara-

negara tersebut.  

Jika melihat perkembangan kualitas SDM yang diukur melalui indeks pembangunan 

manusia (IPM) di kabupaten/kota Daerah Isitimewa Yogyakarta, seluruh wilayah 

tergolong memiliki rata-rata IPM yang tinggi dan tidak ada perbedaan yang cukup 

mencolok antara capaian IPM di tiap kabupaten/kota. Dengan demikian, hasil uji yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif kualitas SDM terhadap ketimpangan 

mengindikasikan bahwa persoalannya tidak semata-mata terletak pada angka IPM yang 

dihasilkan, tetapi berkaitan juga dengan distribusi komponen penyusun IPM itu sendiri 

seperti, pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita.  

Secara teoritis, peningkatan kualitas SDM seharusnya berkontribusi dalam menurunkan 

ketimpangan karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Teori 

Human Capital juga menjelaskan bahwa investasi dalam modal manusia seperti 

pendidikan dan kesehatan individu dapat meningkatkan produktivitas dalam 



 
 
 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Klasifikasi Wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

346      OPTIMAL - VOLUME. 5, NOMOR. 4, DESEMBER 2025  

 
 

perekonomian. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan 

IPM tidak selalu disertai dengan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah.  

Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya kualitas SDM di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta belum sejalan dengan penurunan ketimpangan di wilayah tersebut. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur kualitas SDM adalah indeks pembangunan manusia 

(IPM). Dalam perhitungan IPM ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan yaitu: 

pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Tiap wilayah bisa saja menonjol pada 

dimensi yang berbeda. Misalnya, Gunungkidul unggul dalam aspek kesehatan seperti 

harapan hidup, tetapi masih tertinggal dalam aspek pendidikan atau daya beli masyarakat. 

Sebaliknya, Kota Yogyakarta dan Sleman unggul di semua dimensi, terutama dalam segi 

pendidikan dan ekonomi. Kabupaten Bantul memiliki capaian IPM yang juga relatif tinggi, 

namun laju pertumbuhan ekonominya masih tergolong lambat, yang mengindikasikan 

belum optimalnya pemanfaatan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong 

terjadinya produktivitas di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kabupaten Kulonprogo 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, 

meskipun capaian IPM-nya berada di bawah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  Ketimpangan distribusi pendapatan bisa muncul ketika hanya 

wilayah-wilayah tertentu yang mampu memanfaatkan peningkatan IPM untuk mendorong 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayahnya secara myata, sementara wilayah lain 

mengalami peningkatan IPM pada dimensi-dimensi yang kurang berdampak langsung 

pada kesejahteraan ekonomi. 

• Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Hasil dari uji pengaruh parsial variabel investasi terhadap ketimpangan pendapatan di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t sebesar -0.616 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.541 (>0.05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara parsial 

variabel Investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitan terdahulu yang dilakukan oleh Didia, 

(2016).  Dalam penelitian yang menganalisis ketimpangan pembangunan di kawasan 

kedungsepur tersebut menemukan bahwa investasi berhubungan negatif namun tidak 

berpengaruh terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, Jawa Tengah. Hal ini 

disebabkan oleh karena investasi yang masuk ke suatu wilayah cenderung terkonsentrasi 

di pusat-pusat perttumbuhan tertentu tanpa tersebar secara merta ke wilayah sekitarnya. 
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Akibatnya meskipun nilai investasi secara keseluruhan meningkat, dampaknya terhadap 

penurunan ketimpangan menjadi terbatas karena manfaatnya hanya dinikmati oleh 

kelompokk tertentu. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa peran pemeintah dalam 

memicu tumbuhnya investasi di daerah masih perlu ditingkatkan lagi yang nantinya dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Hal ini juga 

didukung oleh temuan Julihanza & Khoirudin, (2023). Dalam penelitan mereka yang 

menguji pengaruh secara parsial variabel investasi terhadap ketimpangan pendapatan di 

seluruh Provinsi Sumatera ditemukan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan di wilayah. Hal ini dijelaskan oleh dua faktor 

utama, pertama investasi masih terkonsentrasu oada sektor atau wilayah tertentu, sehingga 

tidak seluruh provinsi menikmati manfaat yang sama. Kedua, investasi asing maupun 

domestik tidak merata pada sektor kapital-intensif yang tidak sepenuhnya menyerap 

tenaga kerja lokal atau meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.  

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 

adalah wilayah yang paling banyak menerima investasi. Peningkatan investasi di kedua 

wilayah tersebut cukup stabil dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan kedua wilayah ini 

merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, jasa, dan pariwisata. Banyak pusat 

perbelanjaan, kampus besar, dan fasilitas kesehatan tumbuh pesat di wilayah ini, 

menjadikannya sebagai tujuan utama bagi para investor untuk berinvestasi. Sementara itu, 

Kabupaten Bantul dan Kulon Progo lebih sedikit menerima investasi dan peningkatannya 

tidak terlalu signifikan tiap tahunnya. Meskipun Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 

sempat mengalami lonjakan investasi yang besar karena adanya proyek pembangunan 

Bandara namun investasi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak berlanjut secara 

konsisten di tahun-tahun selanjutnya. Kabupaten dengan tingkat realisasi investasi paling 

rendah dan cenderung stagnan tiap tahunnya adalah Gunungkidul. Investasi yang tidak 

merata di tiap wilayah dan cenderung semakin meningkat di wilayah yang sudah 

berkembang ini akan menyebabkan wilayah yang sudah berkembang tersebut akan 

semakin tumbuh sedangkan daerah yang tertinggal akan semakin sulit mengejar 

ketertinggalannya dan ini akan menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar. 

• Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Hasil dari uji pengaruh parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan 

pendaptan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t sebesar 0.088 dan 

nilai signifikansi sebesar 0.930 (>0.05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara 
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parsial variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati Mansyur et al., 

(2021) yang menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan di 

Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tidak 

dapat memberikan pengaruh yang bermakna terhadap ketimpangan. Hal ini disebabkan 

oleh konsentrasu ekonomi yang hanya terjadi di wilayah-wilayah maju, seperti pusat kota 

atau daerah dengan infrastruktur yang lebih berkembang. Sementara itu, wilayah tertinggal 

tidak mendapatkan manfaat yang sebanding, sehingga pertumbuhan yang terjadi tidak 

mampu mengurangi ketimpangan secara menyeluruh.  

Tidak adanya pengaruh signifikan variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara parsial bisa terjadi 

karena daerah atau wilayah dengan pertumbuhan tinggi belum tentu mengalami penurunan 

ketimpangan. Ketimpangan tetap terjadi karena tidak adanya distribusi manfaat 

pertumbuhan yang merata ke seluruh wilayah. Selain itu, ketergantungan wilayah 

pinggiran pada sektor-sektor rentan, seperti pertanian dan pariwisata musiman dapat 

memperkuat ketimpangan yang terjadi. Dengan kata lain, pertumbuhan yang hanya 

meningkat di daerah tertentu tidak cukup untuk mengurangi ketimpangan jika tidak 

disertai dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dan akses ekonomi secara merata di wilayah tertinggal. 

Selain itu, tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 

pendapatan juga dapat dijelaskan dari konteks waktu pengamatan data yang mencakup 

masa pandemi COVID-19. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi di berbagai daerh 

menjadi tidak stabil karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan guncangan di 

berbagai sektor, terutama pariwisata dan jasa yang menjadi andalan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan kondisi riil 

pemerataan pendapatan. 

• Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Hasil dari uji pengaruh parsial variabel Pengangguran terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t sebesar 0.242 

dan nilai signifikansi sebesar 0.810 (>0.05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
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secara parsial variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Bila dilihat dari kondisi nyata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat 

pengangguran cenderung tinggi di wilayah yang sudah maju seperti Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena tingginya arus urbanisasi dan adanya 

lembaga perguruan tinggi yang memunculkan banyak pekerja baru dari lulusan perguruan 

tinggi. Banyak dari mereka yang belum terserap secara langsung di pasar kerja hal ini 

menyebabkan angka pengangguran di kedua wilayah tersebut cukup tinggi. Namun, kedua 

wilayah ini justru tergolong wilayah yang maju secara ekonomi sehingga pengangguran di 

sini tidak serta merta lagsung mencerminkan ketimpangan yang tinggi. Sementara itu, 

kabupaten Bantul angka pengangguran tidak terlalu tinggi tetapi kondisi ketenagakerjaan 

di sana belum sepenuhnya stabil atau produktif secara ekonomi, sehingga pengaruhnya 

terhadap ketimpangan tidak terlalu terlihat. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo dan 

Gunungkidul, tingkat pengangguran relatif rendah. Akan tetapi, rendahnya tingkat 

pengangguran tersebut seringkali disebabakn oleh dominasi sektor informal seperti 

pertanian dan pekerjaan tidak tetap, bukan karena adanya lapangan kerja formal yang 

memadai. Banyak penduduk yang bekerja secara tidak penuh atau underemployement 

sehingga tidak masuk ke dalam kateggori pengangguran terbuka, tetapi masih menghadapi 

keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, angka pengangguran yang rendah di wilayah ini 

juga tidak dapat dijadikan indikator mutlak bahwa ketimpangan di sana kecil karena 

tingkat penganggurannya rendah.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran terbuka sendiri memang 

belum cukup untuk menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, angka pengangguran terbuka belum sepenuhnya 

mencerminkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, karena tidak memperhatikan faktor-faktor seperti kualitas ketenagakerjaan, 

jenis pekerjaan, dan dominasi sektor informal di masing-masing kabupaten kota. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Istikharoh et al., (2018). 

Dalam penelitiannya, pada hasil uji parsial pengaruh variabel tingkat pengangguran 

terhadap ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2018.  Menunjukkan 

bahwa variabel tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

• Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Penadapatan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 
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Hasil dari uji pengaruh parsial variabel Upah Minimum terhadap ketimpangan pendapatan 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t sebesar 0.637 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.528 (>0.05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara parsial 

variabel upah minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliana & 

Soelistyo, (2019) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, 

IPM dan upah minimum kabupaten terhadap ketimpangan di Provinsi Banten. Dalam hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten secara parsial 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Banten. 

Dalam hasil penelitian ini menekankan bahwa efektivitas kebijakan upah minimum dalam 

mengurangi ketimpangan sangat tergantung pada struktur ekonomi wilayah, dominasi 

sektor informal, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengupahan. Di daerah yang 

didominasi sektor informal. Kebijakan upah minimum cenderung tidak berdampak luas 

karena banyak pekerja tidak terikat aturan tersebut.  

Hal yang sama terlihat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah seperti Kota 

Yogyakarta dan Sleman memiliki sektor formal yang lebih berkembang sehingga kenaikan 

upah minimum lebih terasa. Namun di wilayah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo, 

sektor informal masih sangat dominan, terutama di bidang pertanian dan usaha mikro. 

Akibatnya, banyak pekerja yang tidak menrima upah sesuai ketentuan, sehingga kenaikan 

upah minimum tidak merata dampaknya. Dengan demikian tingginya proporsi pekerja 

informal dan ketimpangan struktur ekonomi menjadi faktor utama yang membuat variabel 

upah minimum tidak signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Analisis Tipologi Klassen. 

Tabel 8. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Kabupaten/Kota 
Rata-rata PDRB Per 

kapita 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

Kulonprogo 21,918,310 5,65 

Bantul 21,224,000 5,06 

Gunungkidul 20.485.500 5,04 

Sleman 33.475.000 5,09 

Kota Yogyakarta 81.522.500 5,08 

Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

31,784,000 5,07 
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Berdasarkan data PDRB per kapita dan laju pertumbuhan masing-masing 

kabupaten/kota pada tabel 8, maka hasil analisis tipologi klassen untuk menentukan tingkat 

kemajuan masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah sebagai berikut.  

 

 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan SPSS 

Gambar 1 Matriks Tipologi Klassen Berdasarkan PDRB Per Kapita dan 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupatenn/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

Berdasarkan gambar matriks 1, diperoleh hasil pengelompokkan Tipologi Klassen sebagai 

berikut. 

• Kuadran I (Daerah Maju dan Cepat Tumbuh) 

Daerah yang masuk dalam kuadran ini adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. 

Kedua daerah ini termasuk ke dalam kategori daerah yang maju dan cepat tumbuh dengan 

pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan PDRB per kapita juga di atas rata-rata 

provinsi.  

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Yogyakarta memiliki struktur ekonomi yang kuat, 

terutama di sektor pengolahan, jasa, perdagangan, dan pendidikan tinggi. Hal ini 

mendorong tingkat PDRB per kapita yang tinggi pada wilayah tersebut. Kabupaten Sleman 

juga menunjukkan karakteristik yang hampir sama dengan Kota Yogyakarta. Pertumbuhan 

ekonomi kabupaten Sleman berada di atas rata-rata provinsi, didukung oleh sektor 

perdagangan besar dan kecil, real estate, serta akomodasi dan jasa makanan minuman. 

Kabupaten ini juga diuntungkan dengan adanya kawasan pendidikan, pusat perdagangan 

dan menjadi lokasi dengan destinasi wisata yang terkenal seperti Candi Prambanan dan 

Kaliurang. Selain itu, infrastruktur yang lebih maju dan konektivitas antarkedua wilayah 

menjadikan kedua wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan utama di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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• Kuadran II (Daerah Berkembang Cepat) 

Daerah yang masuk dalam kuadran ini adalah Kabupaten Kulon Progo. Kabupten 

Kulon Progo masuk dalam kategori daerah berkembang cepat dengan pertumbuhan 

ekonomi di atas rata-rata provinsi, namun PDRB per kapita masih di bawah rata-rata 

provinsi. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan 

proyek-proyek besar yang dilaksanakan di wilayah tersebut seperti proyek pembangunan 

Bandara Internasional Yogyakarta, pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan 

lintas selatan pembangunan kawasan industri Sentolo. Namun, PDRB per kapita yang 

masih rendah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum sepenuhnya 

dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. 

• Kuadran IV (Daerah Relatif Tertinggal) 

Wilayah yang masuk dalam kuadran ini adalah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten 

Bantul. Kedua wilayah ini termasuk ke dalam kategori wilayah relatif tertinggal dengan 

pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita yang juga rendah. Kabupaten 

Gunungkidul memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam dan secara geografis wilayah 

ini didominasi oleh kawasan karst atau pegunungan kapur yang tandus dan kurang air 

sehingga kurang mendukung adanya kegiatan pertanian produktif konvensional. Kondisi 

ini berdampak pada perlambatan pengembangan sektor pertanian, yang sangat penting 

bagi perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, Kabupaten Bantul masuk ke 

dalam kategori wilayah relatif tertinggal karena masih sangat bergantung pada industri 

kecil tradisional seperti kerajinan tangan, kuliner, dan industri kreatif berbasis masyarakat. 

Meskipun sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja dan berkontibusi pada ekspor, 

produtivitas dan nilai tambahnya cukup rendah dibandingkan dengan industri modern yang 

besar. Hal ini membatasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. 

 

4. KESIMPULAN 

• Kualitas SDM, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum 

Secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Dsitribusi Pendapatan di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

• Kualitas SDM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, investasi, perttumbuhan ekonomi, 

pengangguran, dan upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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• Berdasarkan hasil analisis pendekatan Tipologi Klassen, penelitian ini berhasil 

mengkategorikan posisi masing-masing wilayah di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyyakarta ke dalam empat kuadran berdasarkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan 

PDRB per kapita. Hasil klasifikasi ini memperlihatkan ketimpangan distribusi pendapatan 

secara nyata di Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta. Kota Yogyakarta dan Kabupaten 

Sleman masuk ke dalam kuadran I, yaitu daerah maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Kulon 

Progo masuk ke dalam kuadran II, yaitu daerah berkembang. Sedangkan Kabupaten 

Gunungkidul dan Kabupaten Bantul masuk ke dalam daerah yang relatif tertinggal.  
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